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Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas tahun 2014, mensyaratkan pelayanan 
kefarmasian dipimpin oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian meliputi kegiatan yang 
bersifat manajerial, dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu jenis pelayanan farmasi 
klinik yang dilaksanakan adalah lnformasi Obat, melalui kegiatan penyuluhan untuk 
pasien rawat jalan dan rawat inap, serta untuk masyarakat Sedangkan salah satu 
kegiatan manajeriaJ apoteker Puskesmas adalah pendistribusian obat, baik ke 
Puskesmas maupun ke sub unit pelayanan di wilayah kerja Puskesmas (misalnya, 
Posyandu). Namun pengelolaan Posyandu dimotori oleh Bidan. Oleh karena itu 
diperlukan suatu model kolaborasi apoteker dengan Bidan dalam meningkatkan 
pelayanan yang selaras dengan Program Revitalisasi Posyandu. Tujuan penyusunan 
model kolaborasi ini adalah untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang 
optimal melalui pelayanan kesehatan primer. Hal tersebut selaras dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDG) : memastikan 
kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua pada segala 
usia, yang harus dicapai pada tahun 2030. Apoteker secara nyata dapat berperan 
penting untuk mendukung pencapaian indikator dari aspek input, proses, luaran, 
dan dampak sebagaiamana ketentuan pada Program Revitalisasi Posyandu. Dapat 
disimpulkan bahwa model kolaborasi Apoteker-Bidan dapat dikembangkan lebih 
lanjut untuk medukung pencapaian SDG Nasional pada tahun 2030 di bidang 
kesehatan dasar melalui peningkatan layanan kesehatan terintegrasi di Puskesmas 
dan sub unitnya. 
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Pharmaceutical Care Standard (2014) have mandated pharmacist to manage 
pharmaceutical care at Puskesmas - the primary health care facilities in Indonesia. 
Pharmaceutical care covers both managerial tasks as well as clinical pharmacy. 
Medicine Information is one of the task in clinical pharmacy area which have to be 
served by pharmacist. And one of the pharmacist's managerial tasks is to manage 
medicine supply for patients at Puskesmas and its sub units, including Posyandu - a 
public-based integrated healthcare facilities in Indonesia, managed by Puskesmas' 
midwifes. Therefore, a pharmacist-midwife collaboration model have to be set to 
improve health care system that is consistent with Posyandu Revitalization 
Program. The aim of this model development is to promote an optimal quality of life 
for Indonesian people through integrated primary care system. Thus, inline with the 
Sustainable Development Goals (SDG), i.e to ensure healthy lives and promote well­
being for all at all ages by 2030. Pharmacist plays important roles in achieving all 
indicators of input, process, output, as well as outcome aspects of Posyandu 
Revitalization Program. In conclusion, pharmacist-midwifes collaboration model 
have to be developed further to support acheiving National's SDG by 2030, through 
integrated improvements in primary health care system at Puskesmas and its sub 
units. 

Keywords: Collaboration Model, Pharmacist, Midwife, Posyandu Revitalization 
Program, Puskesmas 



Pendahuluan 
Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia telah dilaksanakan 

secara berkelanjutan. Indonesia terlibat aktif untuk mencapai Millenium 
Development Goals (MDG) yang seharusnya berakhir pada tahun 2015. Saat ini 
Indonesia sedang berusaha mencapai 8 aspek yang ditargetkan oleh MDG, namun 
masih terdapat capaian yang jauh dari target tersebut, terutama pada Goal ke-4 
Pengurangan Angka Kematian Anak dan Goal ke-5 Peningkatan Kesehatan lbu.(1) 
Paska tahun 2015, perbaikan pada kesehatan ibu dan anak seharusnya tetap 
berlanjut dengan program Sustainable Development Goals (SDG) yang ditargetkan 
tercapai pada tahun 2030 - terutama pada Goal ke-3 Memastikan Hidup Sehat dan 
Meningkatkan Kesejahteraan bagi Semua Orang pada Segala Usia.(2) 

Namun target MDG pada Goal ke-4 dan ke-5 di Indonesia belum tercapai, 
sedangkan target SDG lebih ketat lagi. Sebagai contoh, salah satu indikator Goal ke-5 
MDG adalah penurunan Angka Kematian lbu (AKI), yang ditargetkan turun dari 300 
kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000 menjadi 110 kematian 
ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, dan kemudian menjadi < 70 
kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sedangkan menurut 
Laporan Kemajuan MDGs Indonesia (2014), dilaporkan bahwa penurunan AKI 
melambat menjadi 190 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. 
AKI tertinggi disebabkan oleh perdarahan post partum dan terkait dengan 
hipertensi dalam kehamilan. Demikian juga dengan salah satu indikator Goal ke-4 
MDG, penurunan Angka Kematian Balita dari SO kematian balita per 1000 kelahiran 
hidup pada tahun 2000 menjadi 28 kematian balita per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 2015, baru tercapai 31 kematian balita per kelahiran hidup pada tahun 
2012.(3) Terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang besar antara target dan 
pencapaiannya di Indonesia. 

Oleh karena itu, Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan tersebut 
dengan memfokuskan Prioritas Pembangunan Kesehatan pada Rencana Jangka 
Menengah Nasional (RJPMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
Kesehatan 2010- 2014, salah satunya pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita 
dan Keluarga Berencana (KB) .(4) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat 
dasar dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas 
sebagai focal point Pelayanan Kesehatan Primer membawahi Puskes mas Pembantu 
(Pustu), Puskes mas Keliling (Pusling), Dokter Praktik, dan Bidan Praktik. Di tingkat 
desa terdapat Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina 
Keluarga Balita (BKB).(S) 

Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di 
tingkat Rukun Warga (RW) I Kelurahan I Desa I Dusun, yang dimotori oleh bidan 
dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kader Posyandu. Sebagian 
besar kader Posyandu tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Oleh 
karena itu, diberlakukan program Revitalisasi Posyandu, dan kemudian juga 
dicanangkan program Reformasi Primary Health Care (PHC).(S) 

Reformasi PHC yang mengadopsi pendekatan WHO dalam the WHO Annual 
Report 2008 dengan judul: "Primary Health Care, Now More Than Ever'', terdiri dari 
empat pilar yaitu (5) 
• Reformasi pembiayaan kesehatan, pembiayaan pemerintah lebih diarahkan pada 
upaya kesehatan masyarakat (public goods) dan pelayanan kesehatan bagi orang 
miskin. 
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• Reformasi kebijakan kesehatan, kebijakan kesehatan harus berbasis fakta 
(evidence based public health policy) 
• Reformasi kepemimpinan kesehatan (kepemimpinan kesehatan harus bersifat 
inklusif, partisipatif, dan mampu menggerakkan lintas sektor melalui kompetensi 
advokasi) 
• Reformasi pelayanan kesehatan (pelayanan kesehatan dasar harus 
mengembangkan sistem yang kokoh dalarn konteks puskesmas dengan jejaringnya 
serta dengan suprasistemnya (Dinkes Kabfkota, dan RS Kab/Kota). 

Reformasi PHC yang diinginkan di masa yang akan datang adalah : 
Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pernbangunan berwawasan 
kesehatan; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pelayanan kesehatan 
komprehensif di strata pertama dan (UKM dan UKP). Disamping itu Upaya 
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dapat berjalan secara lintas sektor, Pada 
Puskesmas sebagai pembina teknis, terdapat alokasi anggaran yang cukup untuk 
upaya kesehatan masyarakat (public goods), serta terdapat sistem yang jelas 
mengenai peran Puskesmas dan jejaringnya termasuk dengan Dinkes Kab/Kota, RS 
KabfKota.(S) 

Posyandu sebagai UKBM di tingkat masyarakat paling dasar, telah 
mengalami revitalisasi, termasuk pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. 
Sejalan dengan berlakunya UU Otonomi Daerah, Puskesmas tidak lagi menjalankan 
program pokok yang seragam. Berdasarkan Keprnenkes No.128/2004 tentang 
Kebijakan Dasar Puskesmas, program Puskesmas terbagi dua, yakni program wajib 
dan program pengembangan. Program wajib terdiri dari enarn program pokok (six 
basics), yakni promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi, 
pemberantasan penyakit menular, KIA dan KB, serta pengobatan dasar. Bila 
diperlukan penambahan Program Puskesmas, maka program tersebut disebut 
program pengembangan sesuai kebutuhan lokal atau lokal spesifik.(S) 

Dalam menggerakkan Posyandu, bidan harus berperan aktif 
mernberdayakan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan kader Posyandu 
mengenai kesehatan. Berkaitan dengan kcsehatan ibu, bayi dan balita, maka hal 
tersebut berarti juga harus menguasai mengenai pengobatan. Kesehatan bayi dan 
balita berawal dari kesehatan ibu, terutama pada masa kehamilan dan persalinan. 
Kader Posyandu diharapkan juga mengetahui mengenai ancaman bahaya kehamilan 
dan persalinan yang dapat meningkatkan AKI dan Angka Kematian Neonatus (AKN) 
dan Balita (AKB). Upaya pencegahan AKI akibat perdarahan post partum dan 
hipertenasi dalam kehamilan, melibatkan pemberian obat; yaitu : Tablet Tambah 
Darah (TTD), kalsium, dan vitamin D. 

Pemberian obat pencegahan AKI ini, terutama TTD telah tercantum di dalam 
Buku Kesehatan lbu Anak (KIA) yang harus dimiliki setiap ibu yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan sub unitnya, termasuk Posyandu.(6) 
Pada buku KIA, disebutkan bahwa TID minimal dikonsumsi 90 tablet selama 
kehamilan. Sedangkan sebenarnya kebutuhan TID pada ibu hamil adalah setiap hari 
selama kehamilan sampai dengan persalinan, terutama mulai dari trimester kedua, 
karena saat itulah risiko anemia zat besi sangat meningkat sarnpai dengan paska 
persalinan.(7,8) Oleh karena itu, kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi obat 
tersebut sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan bahaya kehamilan dan 
persalinan, sekaligus menurunkan AKI dan AKN. Apoteker Puskesmas berperan 
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu hamil, guna mencapai 
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kesepahaman mengenai tujuan pengobatan ini, sehingga kepatuhan terhadap 
pengobatan meningkat. 

Pada akhir tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Standar Pelayanan 
Kefarrnasian di Puskesmas yang mewajibkan pengelolaan obat dan bahan medis 
habis pakai, rnaupun pelayanan farmasi klinik dilakukan oleh apoteker di 
Puskesmas, termasuk di sub unitnya (seperti di Posyandu). Apoteker harus 
melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, 
mulai dari perencanaan kebutuhan, perrnintaan, penyimpanan, pendistribusian, 
pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, serta pemantauan dan 
evaluasi obat. Sedangkan di bidang pelayanan farmasi klinik, apoteker harus 
melakukan pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, 
Pelayanan Inforrnasi Obat (PIO), konseling, rondejvisite pasien (khusus Puskesrnas 
Rawat lnap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi 
obat, dan evaluasi penggunaan obat.(9) Apoteker dan bidan yang bekerja bersama­
sama dalam pencapaian tujuan terapi secara optimal, pada akhirnya dapat 
meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan anak. Oleh karena itu diperlukan model 
kolaborasi antara apoteker dengan bidan dalam program Revitalisasi Posyandu 
yang dapat mendorong pencapaian SDG Indonesia pada tahun 2030. 

METODOLOGI PENYUSUNAN MODEL KOLABORASI APOTEKER-BIDAN 
Penyusunan Model Kolaborasi Apoteker-Bidan ini merupakan jenis 

pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (quality improvement in health 
care report).(10) Proses penyusunan model kolaborasi antara apoteker dengan 
bidan di Puskesrnas, yang difokuskan pada pelayanan di Posyandu sebagai sub unit 
Puskesmas ini, merupakan hasil intemalisasi dari kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas, Posyandu dan PAUD di kota 
Surabaya, Sidoarjo, dan Tulungagung.(ll-17) Sebelum pelaksanaan kegiatan 
tersebut, telah rnendapatkan ijin dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan 
Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 
serta Puskesmas yang terkait. 

Proses diawali dengan penentuan data, pengumpulan data, dan analisis 
faktor yang mempengaruhi. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan 
dengan teori dan standar I peraturan yang ada. Hasilnya digunakan untuk 
menyusun model yang sesuai. lnilah yang disebut sebagai pendekatan penelitian 
kualitatif secara Grounded Theory. (18-19) 
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Gambar 1. Rancangan Tujuan, Sasaran, dan lntervensi Kunci untuk Penyusunan 
Model Kolaborasi Apoteker-Bidan di Puskesmas 
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Hasil dan Diskusi 

Proses penyusunan model yang diawali dengan penentuan data, 
pengumpulan data, dan analisis faktor yang mempengaruhi, kemudian dianalisis 
datanya dengan cara membandingkan dengan teori dan standar I peraturan yang 
ada. Hasilnya digunakan untuk menyusun model yang sesuai. Mula-mula dibuat 
rancangan untuk menentukan tujuan, sasaran, serta intervensi kunci untuk 
menggerakkan masyarakat Keterlibatan masyarakat diperlukan, agar pelaksanaan 
program ini tidak hanya bersifat "top-down", tetapi nantinya diharapkan dapat 
menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap profesi apoteker - sebagai bagian 
tidak terpisahkan dari tim kesehatan di komunitas (Gambar 1). Selanjutnya disusun 
suatu model rencana kegiatan apoteker-bidan yang berupa siklus penggerakan 
masyarakat, mengingat pelayanan kesehatan harus selalu dievaluasi dan 
ditingkatkan setiap saat, dan keterlibatan masyarakat yang dinamis harus selalu 
diantisipasi dengan program yang bersifat luwes mewadahi dinamika masyarakat 
tersebut (Gambar 2). Oleh karena itu, rancangan model ini dibuat dengan mengacu 
pada model yang membuka kesempatan untuk sinergi tenaga kesehatan dan 
masyarakat; mulai dari penggalian masalah, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi 
program dilakukan bersama. (20-22) Setelah itu, dapat dibuat rancangan model 
yang sesuai untuk implementasi kolaborasi an tara profesi apoteker dengan bidan, di 
Puskesmas, sampai dengan di sub unitnya. (Gambar 3 dan 4) 

Kolaborasi dapat terbentuk apabila terdapat komitmen terhadap 
kepemimpinan, konribusi dari anggota tim, populasi pasien yang jelas, sumber daya 
yang memadai, sistem terbaik guna mendukung koordinasi, kualitas pelayanan yang 
tinggi, dan rencana evaluasi yang efektif. Pelayanan kesehatan di Puskesmas tentu 
dimotori oleh Kepala Puskesmas, yang harus dapat memimpin dan 
mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya. Namun, 
kepemimpinan pelayanan kesehatan di sub unit Puskesmas, dapat didelegasikan. 
Misalnya, di Puskesmas Pembantu (Pustu) sebaiknya tetap dipimpin oleh dokter, 
namun di Posyandu I Puskeskel saat ini dimotori oleh bidan. Oleh karena itu, 
sebaiknya tenaga kesehatan lain dapat menerima dan menjalankan tanggungjawab 
masing-masing sesuai porsinya, sekaligus harus dapat berkolaborasi demi 
kesejahteraan pasien. lni memerlukan dukungan sistem, sumber daya, dan 
masyarakat penerima layanan kesehatan beserta evaluasi mutu secara 
berkesinambungan. 

Selanjutnya, agar kolaborasi dapat dipertahankan, maka diperlukan 
komunikasi dan koordinasi tim yang baik; kepuasan pasien, peningkatan kualitas 
hidup mereka, dan pengelolaan kesehatan secara mandiri oleh masyarakat; 
tersedianya jejaring pendukung komunitas (yang dapat melibatkan pihak ketiga -
misalnya melalui kegiatan Corporate Social Responsibility); tindak lanjut ke pasien 
(misal: melalui kunjungan ke rumah); dan sistem pendokumentasian catatan klinis 
pasien yang terjamin keamanannya. (23) 

Hari pelayanan di Puskesmas adalah Senin - Sabtu, atau 6 hari dalam 
seminggu, baik di Puskesmas Perawatan maupun Non Perawatan. Tugas apoteker 
maupun bidan di Puskesmas Perawatan tentu bertambah, karena melayani pasien 
yang dirawat jalan maupun rawat inap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Rl Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 
tahun 2014, disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan 
oleh minimal satu orang apoteker, dan bahwa rasio yang ideal adalah 1 (satu) orang 
apoteker memberikan pelayanan kefarmasian untuk SO orang pasien sehari. Namun 



Penggalian prioritas masalah 

kesehatan yang harus diatasi 

Persia pan 
Penggerakan 

Masyarakat 

Pengelolaan 

Masyarakat untuk 
Pelaksanaan Program 

Perencanaan Bersama 

Persiapan 

Perluasan 

Ado psi 
Program 

(Scale up) 

Evaluasi Bersama 
Kolaborasi 

Pelaksanaan Program 

Gambar 2. Sildus Rencana Kolaborasi Apoteker- Bidan dalam Aksi Penggerakan 
Masyarakat 

PUSKESMAS ~~~-----tt~l SUB UNIT- SUB UNIT PUSKESMAS 

Pelayanan Kesehatan Rawat 
Jalanf Rawat !nap oleh 
Dokter, dokter gigi, dan 

bidan di Puskesmas 
Perawatan f Puskesmas Non 

Kegiatan Manajerial dan 
Pelayanan Farmasi Klinik 

oleh Apoteker di Puskesmas 
(Puskesmas Non Perawatan : 
minimal 1 orang. Puskesmas 

Perawatan : minimal 2 orang) 

Pengadaan Obat melalui Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan 

Kegiatan Manajerial 
dan Pelayanan 

Farmasi KJinik oleh 

Apoteker di 
Posyandu, Pustu, 

dan kunjungan ke 
rumah pasien, serta 

perujukan pasien 
(minimall orang) 

Pelayanan 
Kesehatan oleh 

Bidan di 
Posyandu, Pustu, 

dan kunjungan ke 
rumah pasien, 

serta perujukan 
pasien 

Gambar 3. Model Kolaborasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Sub Unitnya 



Pengelolaan 
Obat, Alkes, 
dan Bahan 

Medis Habis 
PakaidiPoli 

KIA 
Puskesmas 

dan sub 
unitnya 

Peningkatan Kualitas Hidup lbu 
Anak 

Siklus Kolaborasi Perencanaan, Pelaksanaan 
Pelayanan, Penggerakan Masyarakat, Evaluasi 

Program Kesehatan lbu -Anak 

Pelayanan 
Kegiatan Fannasi Klinik 

Manajerial 

untuk ibu dan 
anakdi Pengelolaan 

Puskesmas Obat, Alkes, 

(Pengkajian Bahan Medis 

Resep, Penye- Habis Pakai -

rahan Obat, yang berasaJ 

Pemberian dari Program 

Informas i Obat, Pemerintah 

PIO, Konseling. (Program 

Visite Pasien lmunisasi, dll) 

Rawat Inap, pada pelayanan 

Pemantauan statis 

Pelayanan 
Fannasi 

Klinik 

Kunjungan 
Apoteker 

(kolaborasi 
dengan 

Bidan) ke 
rumah ibu 
dan anak, 

terutama 
yang 

bermasalah 

ESO dan Terapi (Puskesmas, kesehatan dan 

Obat, serta Pustu) dan kesulitan 

Evaluasi pelayanan akses ke 

Penggunaan dinamis pelayanan 

Obat (Posyandu) kesehatan 

Gambar 4. Model Kolaborasi Apoteker-Bidan di Puskesmas 
dan Sub Unitnya 



jika ditinjau dari inti kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka tugas 
apoteker di Puskesmas meliputi kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan 
farmasi klinik (9) 

Berkaitan dengan ruang lingkup Puskesmas yang memiliki sub unit - sub 
unit. maka semestinya apoteker bukan hanya menjalankan kegiatan manajerial dan 
pelayanan farmasi klinik tersebut di Puskesmas saja, namun sampai dengan di sub 
unit-sub unitnya. Dan mengingat bahwa seharusnya tiada apoteker tidak ada 
pelayanan, maka idealnya apoteker di Puskesmas lebih dari satu orang. Secara 
bergantian, satu orang apoteker melaksanakan pelayanan di Puskesmas Non 
Perawatan. dan satu apoteker yang lain melaksanakan pelayanan di sub unit serta 
kunjungan ke rumah ibu dan anak (terutama ibu-anak dengan masalah kesehatan). 
Sedangkan untuk Puskesmas Perawatan memerlukan minimal 3 (tiga) orang 
apoteker. Jika Puskesmas tempat praktek profesi apoteker harus melayani lebih dari 
SO pasien per hari, maka idealnya jumlah apoteker ditambah sesuai beban kerjanya. 
Dan hal ini hanya dapat diwujudkan, apabila terdapat dukungan nyata pemerintah 
melalui peraturan perundangan dan kebijakan yang spesifik, dan mensyaratkan 
alokasi apoteker di Puskesmas adalah sesuai beban tugas dan kinerja apoteker. 

Salah satu tugas pengelolaan obat yang saat ini belum dilaksanakan adalah 
pengelolaan obat dari Program Pemerintah, seperti Program lmunisasi, Program 
Bantuan Obat pada saat terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB). dan program 
sejenisnya. Seharusnya, apoteker juga berkolaborasi dalam pengelolaan obat 
tersebut untuk menjamin kestabilan dan efektivitas obat pada saat penggunaannya 
kepada lbu dan Anak Apoteker dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah 
tersebut dengan cara mengelola obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 
yang diberikan melalui program tersebut; karena apotekerlah yang memiliki latar 
belakang dan kewenangan secara hukum untuk pengelolaan obat. (24) Namun, 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Rl no 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
lmunisasi belum disebutkan dengan jelas peran apoteker terkait imunisasi. (25) 
Padahal, pemantauan suhu dan kestabilan vaksin idealnya tidak hanya dilakukan di 
Puskesmas, tetapi juga di Posyandu (pelayanan dinamis), bahkan sampai saat 
kembali ke Puskesmas (pelayanan statis). Seharusnya, sesampai di Puskesmas, 
maka vaksin yang telah dibawa ke pelayanan dinamis tersebut harus dimusnahkan. 
Apoteker seharusnya memiliki kewenangan dan menguasai cara pemusnahan 
vaksin tersebut, untuk menghindari dari pencemaran lingkungan maupun salah 
menggunakan obat; mengingat vaksin merupakan produk biologis. lni adalah salah 
satu masalah yang seharusnya dapat menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia. 

Selanjutnya, Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas seharusnya 
dilengkapi pula dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes tersebut. lkatan 
Apoteker Indonesia, sebagai wadah organisasi profesi apoteker, sudah seharusnya 
menyumbang saran penyusunannya, berdasarkan bukti praktek terbaik (best 
practices) dari apoteker di Puskesmas. Dan kemudian selalu melakukan evaluasi 
untuk penyempurnaan model kolaborasi apoteker dengan tenaga kesehatan lain, di 
Puskesmas dan di manapun tempat pengabdian profesi apoteker. Apabila model 
yang telah disusun ini dapat di adopsi oleh pemerintah, dan diimplementasikan 
serta selalu ditingkatkan mutunya, maka diharapkan apoteker dapat menyumbang 
pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) pada tahun 2030. Minimal 
mendukung pencapaian Tujuan SDG (Goal) ke-3 - yaitu kesehatan bagi semua 
orang, pada segala usia - dan khususnya kesehatan ibu dan anak di komunitas. 
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